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Jakarta, 15 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pada Rabu (12/12) pukul 11.00 

WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 

77/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Banua Sanjaya Hasibuan, David M. Agung Aruan, dan Achmad Kurnia dengan norma 

yang diuji, yaitu Pasal 172 UU Ketenagakerjaan berbunyi, “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, 

mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua 

belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 

156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).” 

 

Pemohon yang merupakan karyawan PT Manito World mengajukan uji materiil terkait aturan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) bagi pekerja/buruh yang memiliki sakit berkepanjangan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak-hak 

konstitusionalnya potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, karena pekerja/buruh dapat 

mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi apabila ia mengalami sakit berkepanjangan, 

mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua 

belas) bulan tanpa disertai/dibuktikan dengan rekam medis dari kedokteran. Ketiadaan kewajiban melampirkan bukti 

rekam medis dalam ketentuan tersebut, menurut Pemohon, akan membahayakan Pemohon serta para pengusaha karena 

harus membayar kewajiban akibat pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh tersebut. 

 

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang 

rekam medis sehingga bunyi pasal terkait akan menjadi “Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami 

cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan 

dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau 

keterangan resmi dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang 

penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 

156 ayat (4)“ 

 

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani 

Rumondang selaku perwakilan pemerintah pada Rabu (24/10) menyatakan perkara tersebut tidak memiliki permasalahan 

konstitusionalitas. Haiyani menegaskan terhadap Petitum Permohonan yang pada intinya menginginkan bahwa Pasal 172 

Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi berupa memberikan bukti rekam medis dari 

kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon, bukanlah kewenangan 

Mahkamah Konstitusi.  

 

Selanjutnya pada sidang Rabu lalu (21/11), M. Hafidz selaku Pihak Terkait menyebut perkara ini bukan persoalan 

konstitusionalitas norma. Hafidz menjelaskan apabila pekerja tidak mampu membuktikan alasan pengajuan PHK yang 

dimohonkannya, maka sudah sungguh dapat dipastikan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pekerja akan 

ditolak oleh pengadilan. Selain itu, menurutnya, pengusaha tidak memiliki kewajiban apapun baik memberikan uang 

pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja dua kali, atau uang pengganti hak satu kali, ketentuan Pasal 156 ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

 

Sebelum diputus Senin (15/4), MK menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon 

Rabu (12/12). Pada sidang tersebut, Basani Situmorang selaku ahli yang didatangkan Pemerinah menyampaikan bahwa 

12 bulan merupakan waktu yang dinilai cukup untuk membuktikan seseorang sakit. Menurut Basani, surat dokter atau 

rekam medis tidak diperlukan lagi dalam kasus seperti itu. Keterangan Basani mengenai hal tersebut merujuk kepada 

Pasal 153 UU Ketenagakerjan.  Oleh karena itu, Basani menilai Pasal 172 tidak perlu direvisi sesuai dengan permintaan 

Pemohon. (Tiara/Raisa) 
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